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Kiara Desak Anies Cabut Rencana Reklamasi

Gambir, Warta Kota

Koalis{ Rakyat untuk Keadilan
Perikanan (KIARA) mendesak
Gubernur DKI Jakarta Anies
Baswedan untuk mencabut
Keputusan Gubernur Daerah
Khusus [bu Kota Jakarta Nomor
237 Tahun 2020. Payung hu-
kum itu membahas soal izin
pelaksanaan perluasan kawas-
an rekreasi Dufan seluas lebih
kurang 35 hektare dan kawasan
rekreasi Taman Impian Ancol
Timur seluas lebih kurang 120
hekiare.

Sekretaris Jenderal KIARA,
Susan Herawatl, memandang
Kepgub tersebut cacat hukum
karena tidak mendasarkan
pada UU Nomor 27 Tahun 2007
jo UU Nemer 1 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Dengan tidak merujuk pada
UU Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil, Kepgub ini akan

memherikan kewenangan
kepada Gubernur DKI untuk
terus mengeluarkan diskresi.
“Ini sangat berbahaya. Diskresi_
itu bisa dikeluarkan ketika
terjadi kekosongan hukum,”
kata Sausan berdasarkan ke-
terangannya, Rabu (15/7).

Berdasarkan catatannya,
ditinjau dari berbagai kajian,
reklamasi di Perairan Ancol
memiliki kecacatan serius
dan akan berdampak sangat
buruk. Dari sisi lingkungan
pengerukan lumpur di su-
ngai-sungai Jakarta akan
membahayakan perairan
Teluk Jakarta, karena hanya
memindahkan pencemaran
berat dari 13 sungai ke Teluk
Jakarta.

KIARA menilai pemberian
izin kepada Ancol dan Dufan
bisa menjadi indikasi kual

adanya niatan yang sangat
kuat dari Gubernur DKI
Jakarta untuk memberikan
kembali izin kepada 13 re-
klamasi yang sudah dicabut.
“lzin yang diberikan pada
Ancol yang merupakan Pulau
K merupakan indikasi kuat
akan diberikannya kembali
izin kepada pulau-pulau lain
yang telah dicabut izinnya.”
jelasnya.

Ditutupi

Dalam kesempatan itu
Sausan juga mempertanyakan
pengumuman Kepgub yang
terkesan ditutupi. Aturan
itu diundangkan pada akhir
Februari 2020, tapi baru di-
publikasikan pada Juni 2020.
“Kenapa Anies tidak melaku-
kan mempublikasinya pada
tanggal 24 Februari 20207

Apa yang dia sembunyikan
dari masyarakal?,” ucapnya.
“Kami mendesak Anies untuk
mencabut Kepgub Nomor 237
Tahun 2020 dalam tempo
yang sesingkat-singkatnya.”
lanjutnya.

Terkail dengan isu pantai
publik, Susan menjelaskan,
Anies seharusnya mencabut
seluruh izin proyek reklamasi
di Teluk Jakarta. Adapun un-
tuk empat pulau yang sudah
jadi, seluruhnya harus men-
jadi kawasan publik. “Jika
Anies punya political will yang
serius, harusnya empat pulau
yang sudah ada dijadikan
kawasan publik. Bukannya
sekarang baru sesumbar mau
akan bangun pantai publik.
Narasi yang dikeluarkan oleh
Anies sangat menyesatkan,”
katanya. (faf)




